BAB II
FILM SEBAGAI MEDIA KRITIK SOSIAL TERHADAP ISU LINGKUNGAN 
A. Film Sebagai Media Kritik Sosial 
Film merupakan karya seni audio-visual atau dalam kalimat sederhana yaitu gambar bergerak dan bersuara (Prasetya, 2019: 27). Film berperan sebagai sarana baru yang digunakan untuk menyajikan hiburan, cerita, perisitiwa, komedi bahkan kritik sosial.  Definisi lain adalah film sebagai potret dari masyarakat dimana film itu dibuat yang selalu merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikanya ke atas layar (Sobur, 2013: 127). 
Kemampuan film dalam menyampaikan pesan terletak dari jalan cerita yang dikandungnya. Dalam perkembangan teori film, setidaknya saat ini film tidak lagi dipandang sebagai sebuah bentuk seni an sich (film as art) melainkan juga sebagai komunikasi massa (refleksi masyarakat) maupun praktik sosial (Alkhajar, 2013: 191). Hal ini memungkinkan film untuk digunakan sebagai media dalam menyampaikan kritik sosial terhadap realitas sosial masyarakat yang tidak bisa tersampaikan secara konvensional.
Graeme Turner (Sobur, 2013: 127) menolak perspektif yang melihat film sebagai refleksi masyarakat. Makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat, bagi Turner berbeda dengan film sekadar sebagai refleksi dari realitas. Sebagai refleksi dari realitas, film sekadar memindah realitas ke layar tanpa mengubah realitas. Sementara itu, sebagai representasi dari realitas, film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konvensi-konvensi, dan ideologi dari kebudayaannya. 


[bookmark: _GoBack]Pandangan Turner di atas hanya ingin membedakan antara refleksi realitas dan representasi realitas. Hal ini menjadi penting untuk dijelaskan karena film yang akan diteliti merupakan film dokumenter


 yang merefleksikan realitas sosial dalam hubungannya dengan perusahaan tambang batu bara di Indonesia. Film yang dimaksud adalah film Sexy Killers yang memuat berbagai kritik sosial terhadap pengusaha maupun penguasa. 
Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya (Sobur, 2013: 127). Beberapa penelitian menunjukkan bagaimana film digunakan sebagai alat untuk beberapa kepentingan. Seperti dalam penelitian Alkhajar yang menjelaskan bagaimana film digunakan sebagai alat propaganda dalam perjalanan Indonesia menjadi sebuah bangsa. 
Dalam penelitiannya, dijelaskan bagaimana para penguasa kala itu menggunakan film untuk propaganda. diantaranya masa kolonial Belanda, penjajahan Jepang, masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Senada dengan itu Budi Irawanto menuturkan bahwa film propaganda merupakan manifestasi dari kekuasaan yang berjalan ketika itu dimana kekuasaan itu pun dapat dilihat melalui film (Alkhajar, 2013: 193). Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa film mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya. 
Film yang sempat kembali diputar ke publik adalah film Penghianatan G-30-S/PKI, film ini dikategorikan sebagai film propaganda pada masa Orde Baru. (Nurudin dalam Alkhajar, 2013:  196) mengungkapkan di Indonesia propaganda lewat film nyata terlihat dalam pemutaran film Penghianatan G-30-S/PKI yang pada masa pemerintahan Soeharto setiap setahun sekali (30 September) diputar di stasiun TVRI. Pesan yang dikandung dalam propaganda film tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia harus waspada bahaya laten terhadap PKI. Soeharto digambarkan sebagai satu-satunya pahlawan yang menumpas pemberontakan itu. 
Penelitian lain yang mengungapkan efek dari komunikasi massa, menujukkan bahwa semakin majunya teknologi justru menuntut kewaspadaan yang tinggi dalam penggunaan maupun pemanfaatan. Hal ini berkaitan film sebagai komunikasi massa yang berpotensi untuk menyebarkan ide-ide tertentu. Komunikasi massa mempunyai beberapa efek terhadap khalayak. Terdapat tiga dimensi efek komunikasi massa kepada khalayak, yaitu kognitif, afektif dan konatif (Fitriansyah, 2018: 172). 
Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran, belajar dan penambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Sementara efek konatif berhubungan dengan perilaku atau niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Dalam konsep ini juga film Sexy Killers tentu menyasar efek tertentu, dalam kaitanya dengan efek kognitif, film tersebut mencoba memberi sebuah informasi tentang aktivitas tambang beserta dampaknya terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungannya. 
Sementara dalam efek afektif, film tersebut memuat beberapa tokoh politik yang akan maju dalam pemilu 2019 dan film tersebut di tayangkan beberapa hari sebelum pemilu berlangsung. Hal ini yang mendasari kenapa film tersebut mendapat perhatian oleh masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa film tersebut telah mempengaruhi emosi, perasaan bahkan sikap masyarakat saat pemilu berlangsung.
Dalam perspektif kekuatan dan kemampuan film, film Sexy Killers mencoba merekam realitas yang ada karena aktivitas tambang terhadap lingkungan dan hubungannya dengan beberapa penguasa. Marselli Sumarno menuturkan bahwa potensi film itu tergantung kepada siapa pembuat film tersebut. Sumarno membicarakan masalah potensi film kembali kepada pembuat film yang dengan sudut pandang tertentu merekam realitas. apalagi film juga befungsi sebagai medium komunikasi (Alkhajar, 2013: 193). 
Sudut pandang kritik dan isu lingkungan lah yang coba diangkat oleh Dandhy Laksono sebagai Director film Sexy Killers, yang dalam karyanya meyangkut tema-tema yang sedang dibicarakan oleh publik karena film tersebut menyangkut para calon pemimpin yang akan berkuasa. Disamping menyampaikan kritik lewat film, hal menarik lainya dari film tersebut adalah informasi krisis lingkungan yang direkam, sehingga memberikan pengetahuan baru bagi khalayak untuk mulai peduli pada lingkungan sekitarnya. 
B. Aktivitas Tambang dan Dampaknya Terhadap Lingkungan
Manusia mempengaruhi lingkungan hidupnya, dengan mengusahakan sumber daya dan lingkungannya untuk mempertahankan diri dan jenisnya. Sebaliknya manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Interaksi antara manusia dan lingkungan hidupnya tidak hanya ditentukan oleh jenis sumber daya hayati dan non-hayati, tetapi juga oleh kondisi dan sifat sumber daya. Selain itu juga dipengaruhi oleh perilaku dan kebudayaan manusia yang ikut menentukan bentuk dan intensitas interaksi manusia dan lingkungannya. 
Manusia memiliki daya nalar yang memungkinkannya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pencapaian manusia dalam mengembangkan alam pikiranya berupa teknologi merupakan pencapaian besar dalam peradaban manusia, tak di ragukan lagi bahwa teknologi kemudian telah menjadi budaya baru dalam kehidupan. (Oekan, 2020: 5) memberi penjelasan bahwa salah satu aspek kebudayaan yang penting dalam interaksi antara manusia dan lingkungan adalah teknologi. Teknologi diciptakan dalam upaya manusia mengubah lingkungan fisik agar sesuai dengan kebutuhan. 
Secara hakiki, teknologi hanyalah alat atau sarana dalam menggali materi dan memanfaatkan energi. Akan tetapi, karena teknologi tidak bisa dilepaskan dari masyarakat yang menciptakan dan memanfaatkannya, teknologi dapat saja menjadi penghancur alam karena konsepsi suatu golongan dalam masyarakat yang bertindak hanya untuk berdasarkan kepentingan mereka sendiri. 
Penguasaan manusia atas tatanan lingkungan hidup kemudian mengubah cara pandang manusia terhadap alam, yang harusnya alam menjadi mitra dalam kehidupan tetapi lebih dipandang sebagai properti untuk kebutuhan bahkan kepentingan beberapa golongan masyarakat. Pada giliranya manusia juga yang akan mendapat dampak langsung dari aktivitas penguasaan yang berlebihan dan tanpa pertimbangan. Sumber daya alam yang terkandung didalam bumi tentu mempunyai batas yang dapat dimanfaatkan manusia, beberapa sumber daya bahkan tidak bisa diperbaharui jika telah rusak ekosistemnya. 
Sumber daya merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam tidak hanya terdiri dari komponen biotik seperti hewan, tumbuhan dan mikroorganisme. Tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, jenis logam, air dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini (Saleh, 2019: 37). 
Kondisi lingkungan saat ini menunjukkan bahwa eksploitasi telah menyebabkan hilangnya beberapa ekosistem serta menimbulkan bencana bagi alam. Pada 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengingatkan bahwa tanpa tindakan cepat, suhu global akan naik 3 derajat celcius pada akhir abad ini dengan kenaikan suhu tersebut, semuanya akan menjadi lebih buruk (Nationalgeographic, 2020). 
Sebagai salah satu industri yang penting dalam memenuhi kebutuhan manusia, batu bara menyumbang energi paling besar untuk produksi listrik nasional. Tambang batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang memberikan konstibusi sangat berarti bagi pembangunan perekonomian di Indonesia (Listiyani, 2017: 76). Selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, energi batu bara juga tidak lepas dari dampak negatif terhadap linkungan bahkan kehidupan manusia itu sendiri. 
Dalam sebuah penelitian tentang dampak aktivitas tambang disebutkan bahwa, secara umum dampak pertambangan terhadap lingkungan adalah penurunan produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah dan longsor, terganggunya flora dan fauna, terganggunnya kesehatan masyarakat serta berdampak pada perubahan iklim mikro. Sedangkan dampak pasca tambang adalah perubahan morfologi dan topografi lahan, perubahan bentang alam, lahan menjadi tidak produktif dan rawan longsor (Listiyani, 2017: 77). 
(Pring dalam Listiyani, 2017 :78) menambahkan bahwa pertambangan adalah inheren dengan degradasi lingkungan, tidak ada aktivitas pertambangan yang ramah lingkungan. Aktivitas sumber daya mineral mempengaruhi semua media lingkungan yaitu tanah, udara, air, flora dan fauna juga lingkungan manusia, keamanan dan kesehatan individu, gaya hidup masyarakat lokal, kelangsungan budaya, tertib sosial, dan kehidupan ekonomi. Ketika sementara menganggap bahwa mayoritas dampak pertambangan dikatakan bersifat lokal, pertambangan dapat menyebabkan persoalan lingkungan nasional, bersifat lintas batas dan bahkan global. Dalam konteks nasional tambang batu bara merupakan sumber daya terbesar dalam menyuplai kebutuhan pembangkit listrik nasional selain energi yang lainnya. 
Dalam pembahasan seputar pertambangan tidak hanya lingkungan yang mendapat dampak negatif, tambang juga bersinggungan dengan masyarakat seputar tambang. Senada dengan itu (Gunawan dalam Listiyani, 2017 :80) menuturkan bahwa lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari urusan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini berkaitan dengan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sehingga mempunyai hak untuk segala sesuatu dalam hidupnya. 
Dikutip dari Komnasham sebagaimana tertuang dalam deklarasi HAM Universal pasal 17 menyatakan bahwa. Pertama, setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama. Kedua, tidak seorangpun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena. Setidaknya ada 3 yang dapat disoroti berkaitan dengan aspek-aspek HAM dari kegiatan pertambangan batu bara mulai dari proses eksplorasi, eksploitasi dan pengangkutan hasil. Ketiga hal tersebut adalah pertama, kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM berkaitan dengan aspek lingkungan. Kedua, kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM berkaitan dengan penggusuran warga masyarakat setempat dari sumber-sumber kehidupan mereka. Ketiga, kecenderungan pelanggaran HAM berkaitan dengan keterlibatan aparat yang bertindak selaku pihak keamanan dari perusahaan berhadapan dengan masyarakat dan warga sekitar lokasi tambang (Listiyani, 2017: 81). 
Dalam konteks penggunanaan sumber daya alam berupa energi fosil, pemerintah harus mengambil kebijakan yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan, baik aspek kebutuhan pembangunan maupun aspek lingkungan. Ditambah saat ini mayoritas alokasi listrik bergantung pada energi fosil berupa batu bara. Dalam Tinjauan Lingkungan Hidup yang di terbitkan oleh WALHI menyebutkan bahwa pada tahun 2019, pemerintah mengesahkan RUPTL 2019-2028 melalui keputusan menteri ESDM Nomor 39 tahun 2019. 
Dalam dokumen tersebut ditemukan penambahan target realisasi proyek energi listrik dari total 35.000 Mega Watt menjadi 56.395 Mega Watt pada tahun 2028. Keseluruhan target tersebut terbagi dalam proyek pembangkit listik panas bumi (PLTP) sebesar 4.607 MW, PLTA sebesar 9.954 MW, pembangkit listrik tenaga gas sebesar 12.617 MW, pembangkit listrik batu bara (PLTU) sebesar 27.063 MW, dan tenaga lainya 2.564 MW (WALHI, 2020 :35). 
Untuk mememuhi kebutuhan listrik, Indonesia amat bergantung kepada pembangkit listrik tenaga fosil, lebih dari 88% dari listrik yang dihasilkan, berasal dari bahan bakar fosil, sekitar 60% dari batu bara, 20% dari gas alam dan 6% dari minyak dan hanya 12% yang dihasilkan dari energi terbarukan (Arinaldo, 2019: 4). Konsumsi domestik juga diperkirakan akan naik akibat peningkatan konsumsi batubara per unit produksi listrik. Sebuah analisis pada statistik pembangkit listrik tenaga batu bara menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi batu bara sebesar 44% selama 15 tahun terakhir. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi peningkatan ini. pertama, rendahnya efisensi pembangkit listrik tenaga batu bara dan kedua, penggunaan lignit yang memiliki kalorifik lebih rendah. 
Peningkatan penggunaan batu bara pada sektor ketenagalistrikan juga didorong oleh ekonomi politik dari harga energi. Pemerintah berniat untuk menjaga tenaga listrik tetap terjangkau untuk mayoritas populasi masyarakat dan menjaga daya saing dari bisnis dan industri. Batu bara dianggap oleh pembuat kebijakan dan perusahaan pembangkit listrik sebagai sumber energi listrik termurah dibandingkan bahan bakar fosil lainnya atau kebanyakan energi terbarukan. Pemerintah berpendapat bahwa porsi besar batu bara pada sistem ketenagalistrikan bisa menjaga biaya tenaga listrik tetap rendah (Arinaldo, 2019: 5).
Ketergantungan yang besar kepada batu bara untuk memasok energi Indonesia pada masa kini dan masa depan mengakibatkan sejumlah konsekuensi dalam konteks kenaikan suhu global bumi yang menyebabkan perubahan iklim dan polusi udara setempat. Emisi Indonesia dari sektor energi diperkirakan meningkat tiga kali lipat dari 168 juta ton CO2e menjadi 498 juta ton CO2e pada tahun 2030 (Arinaldo, 2019: 6). Dalam kacamata global, pada januari 2018 IPCC merilis laporan tentang efek peningkatan suhu 1,5 derajat celcius. Dampaknya meliputi kondisi cuaca yang lebih ekstream, naiknya permukaan laut, kerusakan ekonomi pesisir, hilangnya spesies dan tanaman vital, masalah kesehatan serta masalah ekonomi global (Nationalgeographic, 2020). 
Dengan berbagai dampak yang dihasilkan, sudah sewajarnya rencana transisi energi ke energi terbarukan mulai dikaji. Dalam penelitian greenpeace tentang transisi tambang baru bara menerangkan bahwa sebanyak 23 negara, negara bagian dan kota akan meninggalkan pembangkit listrik tenaga batu bara atau menetapkan tenggat untuk melakukannya pada tahun 2030. Sampai saat ini, enam negara, negara bagian, provinsi atau kota telah benar-benar menghapuskan kekuatan batu bara sejak tahun 2014, dan 17 negara lainya telah mengumumkan akan meninggalkan pada tahun 2030 atau lebih cepat. Tiga dari negara ekonomi G7, dan 8 negara Uni Eropa, telah memutuskan untuk menghapus batu bara, kemudian belanda bergabung pada 2017 (Greenpeace, 2017).    
Proses transisi energi butuh perencanaan yang matang, baik dari segi ekonomi, politik bahkan lingkungan. Kebutuhan masyarakat akan listrik harus dipertimbangkan sebelum mulai melakukan transisi energi. Sebuah perubahan tentu akan menimbulkan respon yang berbeda-beda dalam masyarakat, dengan memberikan pengetahuan akan pentingnya bermitra dengan lingkungan maka masyarakat akan mulai mengerti tentang keadaan lingkungan saat ini dan bagaimana harusnya bertindak. 
C. Analisis Wacana dalam Film
Analisis wacana kritis merupakan metode baru di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya. Simposium yang diadakan selama dua hari di Amsterdam, pada Januari 1991 dihadiri oleh T. Van Djik, N. Fairclough, G. Kress, T. van Leeuwen dan R. Wodak dianggap meresmikan Analisis Wacana Kritis sebagai metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya. Mereka sepakat untuk menerima tiga postulat AWK: pertama, semua pendekatan harus berorientasi ke masalah sosial, maka menuntut pendekatan lintas-ilmu; kedua, keprihatinan utama adalah mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematik data semiotik (tulisan, lisan atau visual); dan ketiga, selalu reflektif dalam proses penelitian, artinya mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi peneliti (Wodak & Meyer dalam Haryatmoko, 2019: 1).
Analisis wacana kritis dianggap sebagai penerapan analisis kritis terhadap bahasa yang terinspirasi oleh Marxisme ketika menyoroti aspek-aspek budaya dalam kehidupan sosial, yaitu ketika dominasi dan eksploitasi dipertahankan melalui budaya dan ideologi. Althusser membantu melihat ideologi bukan sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sebagai bagian dari kegiatan konkret atau praksis sosial. Maka bahasa menjadi tumpuan karena bahasa dilihat dari perspektif ideologi, yang artinya bahasa dilihat dalam konsturksi ideologi subjek (Wetherell dalam Haryatmoko, 2019: 2).
 Gagasan tentang kritis diambil dari mazhab Frankfurt, yaitu bahwa proses budaya berdampak pada kehidupan sosial dan merupakan lingkup perjuangan melawan dominasi dan ketidakadilan untuk emansipasi (Wiggershaus dalam Haryatmoko, 2019: 3). Penelitian sosial ini disebut kritis karena menganalisis apa yang tidak beres dalam masyarakat (ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, ketidakbebasan) dengan mencari sumber dan sebabnya serta bentuk-bentuk perlawanan yang mungkin (Fairclough dalam Haryatmoko, 2019: 3). 
Makna kritis itu diterjemahkan ke dalam empat bentuk analisis: pertama, menganalisis hubungan semiosis dan unsur sosial, yaitu bagaimana semiosis menentukan atau mereproduksi atau mengubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan juga proses ideologisasi; kedua, hubungan itu menuntut analisis karena logika dan dinamika masyarakat tidak selalu transparan, bahkan menyesatkan; ketiga, logika dan dinamika yang dominan perlu dites, dan ditantang oleh masyarakat. lalu disertai dengan identifikasi kemungkinan untuk mengatasinya; keempat, mengambil jarak terhadap data, meletakkan data dalam konteksnya, mengklarifikasi posisi politik partisipan, dan fokus pada refleksi diri dalam penelitian (Van Djik dalam Haryatmoko, 2019:3). 
Gagasan yang tidak bisa diabaikan terhadap AWK berasal dari konsep wacana menurut Michel Foucault. Menurut filsuf post-strukturalis ini, wacana merupakan sistem pengetahuan yang memberi informasi tentang teknologi sosial dan teknologi memerintah yang merupakan bentuk kekuasaan dalam masyarakat modern. Para pioneer AWK seperti Fairclough, van Djik, van Leeuwen dan Wodak secara terbuka menyatakan bahwa mendapat inspirasi dari gagasan Foucault tentang hubungan pengetahuan, kekuasaan dan kebenaran dalam wacana. 
Wacana adalah praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, kial, gambar, diagram, film atau musik. AWK tertarik pada cara bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk untuk membangun kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial. Wacana merupakan proses semiotik merepresentasikan dunia sosial. Maka objek AWK sumber dara: dokumen, kertas diskusi, perdebatan parlemen, pidato, kartun, film, foto, koran, iklan atau brosur (Haryatmoko, 2019: 4). 
Film sebagai wacana yang diungkapkan melalui media audio-visual juga diperlakukan sebagai teks. Dalam film, terdapat tiga unsur yang harus dibahas secara tersendiri: wacana, diskursif, non-diskursif dan materialisasi wacana. Kaitan ketiganya disebut oleh Jager dengan dispositif yang tidak bisa dilepaskan dari pengertian wacana. 
Yang dimaksud dengan dispositif, menurut Jager adalah sintesa pengetahuan yang selalu berkembang yang dibangun menjadi bahasa, tindakan dan materialisasi wacana maka wacana bukan sekedar praktik diskursif saja (pembicaraan dan pemikiran), tetapi meliputi praktik non-diskursif (berupa tindakan atau isyarat) dan juga materialisasi wacana (representasi atau deskripsi objek yang dibangun melalui praktik non-diskursif). Jadi wacana merupakan sintesis pengetahuan yang dibangun ke dalam bahasa, tindakan dan materialisasi (Haryatmoko, 2019: 114). 
Dalam film, aspek non-diskursif dan materialisasi wacana digambarkan secara lebih jelas daripada sumber-sumber data yang lain. Contoh, penggambaran secara audio-visual kemacetan lalu-lintas di Jakarta lebih terang memberi ilustrasi bentuk materialisasi nya: ada banyak mobil berhenti, lampu merah, semua sulit bergerak, pengemudi yang resah, penjual asongan yang teriak-teriak, pengemis yang mengiba. Namun kemacetan berarti juga berdampak pada ongkos ekonomi: penyampaian barang terlambat, rapat harus mundur, kebutuhan obat di rumah sakit tidak cepat dipenuhi, orang kecewa tidak mendapatkan barang tepat pada waktunya. 
Dispositif ekonomi pada gilirannya berkelindan dengan dispositif politik: mobilisasi opini dibuat peraturan daerah penggunaan mobil dengan nomor genap/ganjil, perbaikan transportasi publik, penggantian gubernur, tuduhan terhadap lobby pengusaha mobil. Jadi dalam suatu masyarakat, dispositif itu saling melengkapi dan berkelindan satu sama lain. Contoh yang menggambarkan dengan jelas ketiga unsur dispositif itu adalah CDA film karena film langsung memperlihatkan praktik diskursif (pembicaraan dan pemikiran), praktik non-diskursif (tindakan atau isyarat) dan materialisasi wacana (representasi yang dibangun melalui praktik non-diskursif) (Haryatmoko, 2019: 114). 
Salah satu penelitian yang menerapkan AWK pada film adalah penelitian oleh Syifaul Fauziyah dan Kharisma Nasionalita yang membawa judul Counter Hegemoni atas Otoritas Agama pada film Sang Pencerah. Dalam penelitan ini disebutkan tentang perjuagan salah satu tokoh Islam yang mencoba untuk mengurai hegemoni dengan cara mengulang wacana awal tentang Islam dan cara beribadah yang salah, yang dalam bahasa Muhammadiyah disebut dengan TBC (Takhayul, Bid’ah dan Khurafat).
Tokoh yang dimaksud adalah KH. Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri dari organisasi besar yang hingga sekarang masih terus eksis yaitu Muhammadiyah. Dari hasil analisis teks, dapat diketahui bahwa dari teks dialog film unsur counter hegemoni selalu muncul pada setiap analisis teks. Selalu ada tandingan ideologi atau pemahaman dari KH. Ahmad Dahlan terhadap lingkungannya.
Counter hegemoni muncul karena adanya hegemoni yang terjadi. Jika dihubungankan dengan hegemoni Gramsci, ia pernah mengatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa dipakai untuk melakukan hegemoni misalnya, melalui institusi yang ada di masyarakat yang menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-struktur kogntif dari masyarakat. Dalam hal ini, wujud counter hegemoni KH. Ahmad Dahlan ditunjukkan melalui institusi berupa sekolah yang didirikan oleh beliau dirumahnya sendiri, hingga sekarang telah tersebar luas diberbagai daerah khususnya daerah yang jauh dari jangakuan perkotaan (Fauziyah, Nasionalita, 2018: 86). 
Selain itu dijelaskan bahwa adanya pesan yang dibawa Hanung Bramantyo sebagai sutradara film tersebut bahwa pemerintah sangat mendukung kemajuan. Berbeda dengan praktik yang sekarang ada di Indonesia menunjukkan dominasi yang kentara oleh golongan yang berkuasa. Hal ini terkait dengan ideologi yang dibawa individu yang berkuasa dan kelompok yang mendukungnya. 
Gramsci menjelaskan tentang ini bahwa negara sebagai instrument dari sebuah klas. Negara adalah negara klas yang menciptakan kondisi-kondisi yang di bawa klas tertentu dapat berkembang secara penuh, namun ia bertindak atas nama kepentingan universal dalam sebuah lapangan yang secara konstan merubah equilibrium antara klas dominan dan klas pinggiran. Sehingga melalui tokoh-tokoh yang maju ke pemerintahan maka mereka dapat membawa dan membantu institusi dan organisasi yang mendukungnya (Fauziyah, Nasionalita, 2018: 89).
Gramsci juga mengatakan bahwa ada dua jenis intelektual dalam hegemoni, khususnya dalam bidang pendidikan, yaitu intelektual tradisional dan intelektual organik. Intelektual tradisional lebih terlihat independen, otonom, serta menjauhkan diri dari kehidupan masyrakat. Mereka hanya mengamati serta mempelajari kehidupan masyarakat dari kejauhan dan seringkali bersifat konservatif seperti para penulis sejarah, filsuf, dan para profesor. Sementara intelektual organik adalah mereka yang sebenarnya menanamkan ide, menjadi bagian dari penyebaran ide-ide yang ada dalam masyarakat dari klas yang berkuasa, serta turut aktif dalam pembentukan masyarakat yang diinginkan. 
Jika dihubungkan dengan teks film Sang Pencerah, maka bentuk dan cara counter hegemoni yang tampak yaitu intelektual organik. Dibuktikan dengan adanya penerapan dan praktik langsung KH. Ahmad Dahlan beserta muridnya dengan membuat sekolah, mengajak anak-anak Kauman untuk belajar bersama dilanggar dan juga menyantuni anak yatim dan orang miskin disekitar Kauman (Fauziyah, Nasionalita, 2018: 91). 
Untuk memberikan informasi tentang suatu peristiwa film adalah media yang sangat produktif karena dapat menjangkau khalayak dengan luas. Dalam film tentu juga membawa pesan baik berupa narasi maupun simbol tertentu, maka Analisis Wacana Kritis berupaya untuk mengurai pesan-pesan ketidakadilan, ketidaksetaraan, diskriminasi, ketidakbebasan dengan kritis hingga dapat dipahami makna dan bentuk-bentuk perlawanan yang mungkin dibalik wacana yang terekam dalam sebuah film. 

